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Bahwa berdasarkan Keputusan Plt. Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomar:
/ [01/DIKBUDPORA/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pemberian [jin
Oprasional Penvelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Islam (SDI) AISYTYAH
Dusun Serimbun Desa Dangiang Kecamatan Kavangan Kabupaten Lombek Utara,
Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lombok Utara memberikan ljin Operasional kepada:

~
3

5, '_.L o . ] Ly " g ] B
Nax s s o me A O
Pt W e, Wbl N Wbt W) s i
_‘-‘-"- 5 e C L’ Y LA 5

SXOXOTOLIAD

'q.
Ll
il

Nama Satuan Pendidikan : Seckolah Dasar Islam (SDI] AISYIYAH
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% fi No. Statistik Sekolah ' - P,

'ﬁ_:.:‘f Dusun : Berimbun ,i

&7 Desa : Dangiang ‘;@ﬂ

%’ Kabupaten : Kabupaten Lombok Utara i}‘

/ ' Provinsi : Nusa Tenggara Barat . b‘

P B 4
- Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Sekolah Dasar Islam :\

(SD1) Aisvivah dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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ljin Oprasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor
Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPEN| setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok
Pendidikan (DAPODIK)
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Surat [jin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan
penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut,
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Gangga, 19 Oktober 2021
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PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DINAS PENDIDIK AN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Telp. (0370) ............... Fax (0370) L

E mail: dikbudpora klu@yahoo co 1d web site; www.lombokutarakab. go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 421 /12y /01/DIKBUDPORA/ 2021

TENTANG
PENETAPAN [ZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AISYIYAH
DUSUN SERIMBUN DESA DANGIANG KECAMATAN KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEFALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketertuan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf d dan
berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil
Penilaian Nomor: / /01 /Dikbudpora/2021 tanggal
04 Oktober Tahun 2021, menyatakan bahwa Sekolah
Dasar [slam Aisyivah Dusun Serimbun Desa Dangiang
Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara
dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk
diberikan izin mendirikan satuan pendidikan.

b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan
serta memberikan kewenangan kepada Sekolah Dasar
Islam Aisyiyah Dusun Serimbun Desa Dangiang
Kecamatan Kavangan dalam melaksanakan kegiatan
prores layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang
pendidikan dasar, dipandang perlu menerhitkan Surat
Keputusan tentang Penetapan lzin Pendirian Pendidikan
Sekolah Dasar Islam Aisvivah Dusun Serimbun Desa
Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok
Utara:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang
Penetapan [zin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar
Islarn  Aisyiyah Dusun Serimbun Desa Dangiang
Kecamatan Kayvangan Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 4301);



10.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di
Provinai Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ternitang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) |
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5948);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomeor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
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19,

20.

21.

22,

23.

24.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149|;
Feraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomoer 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13|
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2018 nomor 192}
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor 195);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomer 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan,

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
dan Prasarana untuk Sekeolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawivah (SMF/MTs), dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonsia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Nomor
57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Dasar/Madrasah [btidaivah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor
62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebapai

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan



Menetapkan

KESATU

Pendidikan Menengah:

25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;

26, Peraturan Menten Pendididikan dan Kebudayaan Nomor
160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006

dan Kurikulum 2013;

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor
53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar
dan Menengah;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah
Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 839);

249, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan MNomor
20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

30. Peraturan Menieri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar
dan Menengah;

31. Pertauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan
Dasar dan Menengah,;

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter
Pada Satuan Pendidikan Formal;

33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;:

34. Peraturan Menten FPendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas
Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21
Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara
Nomor 94);

36. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomeor 17 Tahun 2021
Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA  DINAS  PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG

PENETAPAN 1ZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR [ISLAM

AISYTYAH DUSUN SERIMBUN DESA DANGIANG KECAMATAN

KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pemegang lzin Pendirian Pendidikan berkewajiban:

L Menvelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan
pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati
ketentuan  peraturan perundang-undangan  vang
berlaku;



ol Mengirim laporan berkala sesual denpgan peraturan
vang herlaku;

3, Dalam melaksanakan lavanan proses penyelenggaraan
pendidikan dilaksanakan pengawasan dan
pengendabian aleh Pemerintah;

KEDUA : Penetapan Izin Pendirian satuan  pendidikan  ini,

ditindaklanjuti dengan  pemberian lzin  Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan,

KETIGA :  Ijin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan berlaku selama
3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
KEEMPAT : Izin Pendidan dan [jin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara
apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan
terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang.
undangan vang berlaku,

KELIMA . Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
KEENAM . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
Pada tanggal,

itad Th. 1, 1V/b
SR 16660914 1990031009

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

Bupati Lombok Utara di Tanjung;

Sekreraris Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Insfektur Insfektorat Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;

Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Kayangan di kayangan;

Kepala SDI Aisviyah Dusun Serimbun Desa Dangiang Kecamatan Kayangan;

Arsip.
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